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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/122/Kep/413.013/2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SANKSI
ADMINISTRATIF BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN HIDUP
BUPATI LAMONGAN,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf ¢
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi
Administratif, Bupati dapat menugaskan atau
melimpahkan kewenangan penerapan sanksi
administratif kepada Kepala Instansi Lingkungan
Hidup;

bahwa agar pelaksanaan penandatanganan
sanksi administratif kepada industri/kegiatan
yang melakukan pelanggaran bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dapat berjalan secara tertib, efektif dan efisien,
perlu menunjuk Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani sanksi administratif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf Db,perlu
mendelegasikan kewenangan penandatanganan
sanksi administratif bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan
menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dilingkungan Propinsi Jawa Timur {(diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1950);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5285);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi
Administratif di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Lamongan Nomor 1 Tahun
2014 tentang [zin Lingkungan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan
Pelestarian Lingkungan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor
73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 73).



Menetapkan,

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Mendelegasikan kewenangan untuk menandatangam
sanksi administratif bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KXESATU
wajib membuat laporan kepada Bupati.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 4 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Ketua DPRD Kabupaten Lamongan,;
Inspektur Kabupaten Lamongan;

Yth. 1. Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.

Kepala

Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan.
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